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BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, periu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
< tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratutan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POSO

dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN

2025 - 2029.
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah
untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan
masyarakat, baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun
peningkatan indeks pembangunan manusia sesuai
dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5
(lima) tahun.

3. Perencanaan adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber
daya yang tersedia.

4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan,
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada dalam jangka waktu tertentu.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Poso Tahun 2025 - 2045 yang selanjutnya
disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Poso untuk periode
20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025
sampai dengan Tahun 2045.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025-2029 yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Poso untuk
periode 5 (lima) tahun yang merupakan visi misi
Bupati, terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Bupati.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen

' perencanaan Daerah Kabupaten Poso untuk periode 1

(satu) tahun.
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8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat
Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.,

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

Perencanaan Perangkat Dacrah untuk periode 1 (satu)
tahun.

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode Perencanaan
pembangunan Daerah.

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

12. Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat
Daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

14. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah.

15. Bupati adalah Bupati Poso.

16. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan pembangunan S (lima) tahun
ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029
dalam bentuk visi, misi Kepala Daerah dan arah
pembangunan.

Pasal 3

(1) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
a. Pendahuluan;
b. Gambaran Umum Daerah;
c. Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah; dan

e. Penutup.

(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) RRJMD menjadi pedoman dalam perumusan dan
penyusunan RKPD yang memuat arah kebijakan,
sasaran, dan prioritas pembangunan daerah.
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(2) RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen
perencanaan lainnya dengan memperhatikan kondisi
lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasi
terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD secara berkala.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

.pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal )9 September 2025

BUPATI POSO,
ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal [} September 2025

JE S,DAERAH KABUPATEN POSO,

[ENINGSIH E.G. TAMPAI
EMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2025 NOMOR 3
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